BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 199 TAHUN 202|

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN

Menimbang

‘a. bahwa

BANGUNAN SECARA ONLINE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT] BUPATI PURWAKARTA,

untuk memenuhi perkembangan dan
kebutuhan masyarakat dan untuk lebih
meningkatkan  pelayanan  pemungutan Pajak
BPHTB  sesuai dengan dinamika perkembangan
pPengaturan pelaksanaan pemungutan  Bea
Perolehan Hak Atas Tanah, diperlukan penguatan

administrasi pémungutan pajak Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

. bahwa péngaturan pemungutan dalam Peraturan

Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan
Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2018 tentang
Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan, belum mencukupi
kebutuhan daerah dalam melaksanakan
pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan sehingga perlu disesuaikan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana a

dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan Secara Online;




Mengingay

. Yas Negara
Pasal 18 BvEt'6 Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia 1945; -
ang Nomor 14 Tahun 1950 tenta
Undang-Undang n Dalam

Pembentukan Daerah-dacrah Kubug:rli(‘,n Sogii
Lingkungan Provinsi Djawa Barat ( ..b.,r,aimmm
Republik Indonesia Tahun 1950) se ‘;Umo,- ;
telah diubah dengan Undemg-Undanqubupmcn
Tahun 1968 tentang Pcmbcntu‘karj é i
Purwakarta dan Kabupaten buban{]z4 .
Mengubah Undang-Undang Nomor .

1950 tentang Pembentukan Daer ;i
Kabupaten Dalam Lingkungan Prf)vml o
Barat (Lembaran Negara Republik In e
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lemba
Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran I\.Iegara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
telah  beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia  Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3472)
scbagaimana telah diubah dengan  Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3790);

h-daerah
Djawa

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor

42, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3987);




0.

10.

14y 18

12;

)O03 tentang
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20(

. -publik
Keuangan Negara (Lembaran N(.um.l'rv,lf:,:mlmll
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47'\_.,‘ Nomor
Lembaran Negara Republik s
e 2004 tentang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2" N
Perbendaharaan  Negara (Lcmbam];\lomor 5,
Republik Indonesia Tahun 2004‘ Indonesia
Tambahan Lembaran Negara Republik In

Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor l_l
Informasi dan Transaksi : 2
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomo

58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah
diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Undang-Ur.ldang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dgn
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5952);

Tahun 2008 tentang
Elektonik (Lembaran

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);




2000

13. Peraturan Pemerintah N()l'lun- I.lﬁ' l,ll"'lll“”llu”uk“
tentang Tata cara pcnyllmm) k[)‘u- ‘Lembaran
l’l*nugﬂmn Dengan Sur_ill e le()()() Nomor
Negara Republik Indonesia Tahun [{('publik

135, Tambahan Lembaran Negara

Indonesia Nomor 4049); ’
or 82 Tahun 2012

. m .
14. Peraturan Pemerintah NO stem dan Transaks

tentang Penyelenggaraan Si : esia
Elcktrognik (gcmbaran Negara Republik Indon

Tahun 2012 Nomor 244, Tambahanol_..embamn
Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

ah Nomor 55 Tahun 2016
Umum Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Ncgz;a
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

15. Peraturan Pemerint
tentang Ketentuan

Nomor 5950);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor
11 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 11
Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG TATA

CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN SECARA ONLINE

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

L
2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana




10.

1.1

12.

i - = P aerah
Pemerintah Daecrah adalah kepala Dacr

Republik

" para
dimaksugd dalam Undang-Undang Dasar Nega

Indonesia Tahun 1945,

sebagai unsur

i Y: arn
i yelaksanai
Penyeleng Jara Pemerintahan Daerah yang memimpin [

srah otonorn.
Urusan Pemerintahan yang menjadikewenangan Daer

Bupati adalah Bupati Purwakarta.

. PENDA
. Badan Pendapalan Daerah yang Sclanjum}’a disebut BA

adalah Badap, Pendapatan Kabupaten Purwakarta.

: 5 ala
- Kepala Bagap Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kep

BAPENDA adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Purwakarta,

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang

Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaky.

Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan
pedalaman serta laut wilayah kabupaten /kota.

- Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan

S€cara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau
laut.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang
selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah Pajak atas Bumi dan/ atau
Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan vang digunakan
untuk  kegiatan usaha  perkebunan, perhutanan, dan

pertambangan.

Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah
harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi
sccara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli,
NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain

yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

. Tran saksi ad

¢ - Jkat NPOP

Nilaj Perolehan  Objek Pajak yang sclanjutnya disingl
; ' ) ' = n yvang
*dalah nilai  perolechan atas Bumi dan Banguna )
atau NJOI

™~ - . . . 9sar
Mendasarkan pada nilai Transaksi atau Nilai Pasa
yang dijadikan sebagai dasar penghitungan Bl HTB.

‘ .rdagangan antara
alah persetujuan jual beli dalam perdagange

Pihak pembeli qan, pihak penjual.

Nilai Pagqr adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat
diwilayah Dacrah yang bersangkutan.

Bea Perolehap, Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya
disebut Bpyrg adalah pajak atas perolehan hak atas tanah
dan/atay bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan
atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas

tanah dan/atay Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Hak atas Tanap dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah,
termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya,

sebagaimana  dimaksud  dajam undang-undang di bidang
pertanahan dan Bangunan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat
dikenakan Pajak.

Objek Pajak BPHTRB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undanganperpajakan Daerah.

Kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak

untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan

tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan.

Tahun Pajak adalah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)
tahun kalender.

Pejabat Pembuat Akta Tanah, Selanjutnya disebut PPAT adalah
pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta
otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas

tanah dan hak milik atas satuan rumah susun.




25.

26,

27,

28.

29.

30.

31.

yang ditunjuk

PPAT Qe . .merintah
PAT S¢ mentara  adalah  penjabat  Pemerint 1l
PPAT dengan

kKareng Jabatannya untuk melaksanakan tugas PAT
3 rde P .
membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat

p : Stiga yang
Sati atau Tempat Lain yang Ditunjuk adalah pihak ketiga y

menerimg pcmbayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajuk.

p: > & kiln
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupa

kcsatuan, baik vang melakukan usaha maupun yang tidak
melalukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroarn
komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN),
alau badan usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan
besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan
penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib

Retribusi serta Peéngawasan penyetorannya

Penagihan Pajak adalah scrangkaian tindakan agar Wajib Pajak
melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan
menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan
seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa,
mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,
melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah
disita.

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
menilai  kelengkapan pengisian  surat pemberitahuan dan
lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran

penulisan dan penghitungannya.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka




32,

33.

34,

35.

36.

37.

38.

39.

p 1jak
S dangan pi
melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang- un

Daerah,

‘ j a disingkat SSPD,
Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingka

pajak yang telah

adalah bukti pembayaran atau penyetoran .
au telah dilakukan

dilakukan dengan menggunakan formulir at
dengan tara lain ke kas daerah melalui tempat pembay

ditunjuk oleh Kepala Daerah.

aran yang

ek Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disint-’.kat'sKP D,
adalah syrgay ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
Pokok pajak yang terutang.

Surat Pemberitahyan Pajak Terutang, yang sclanjutnya dipsbut
SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan
besarnya pgg.p, yang terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan, yang selanjutnya disebut SSPD-BPHTB adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besaran jumlah pokok yang
harus dibayar oleh wajib pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya
disebut SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlan pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran  pokok pajak, besarnya sanksi
administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disebut SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disebut
SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disebut SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak
lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak

terutang.
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42,

43.

44,

45.

46.

47.

48.

X STPD
Sure s : x : a disebut ¢ '
Surat Tagihan Pajak Daecrah, yang selanjutny

atau sanksi
adal atn

: ~ i n
ah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/

administratif berupa bunga dan/atau denda.

" . a disebut
Surat Perintah Pencairan Dana BPHTB yang selanjutnyd e .
a i sebagal
SP2D-BpyTR adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati sebag
are et g TB.
SATana untuk pengembalian kelebihan pembayaran BPH

re ¥
Sural ydl‘l{..

Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliryan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
Perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam
SPET, Surst Kefotapus Pajak Daerah, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak

Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan
Keberatan,

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap Sppr, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN,
SKPD Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan
oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disingkat SSP adalah bukti
Pembayaran atay penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke

kas negara melaluj tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri
Keuangan.

Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut PPH adalah pajak
yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan
Badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau
diperolehnya selama satu Tahun Pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah
adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana
dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda
pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan

hak dan kewajiban dalam urusan perpajakan.
Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan
biaya Penagihan Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh
Wajib Pajak.
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52,

S53.

S54.

SS.

56.

57.

. i : ang Daerah yang
Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang D

: , secluruh
ditentukap oleh Kepala Daerah untuk menampung

" . = avar S('lul'llh
Penerimaan Daerah dan digunakan untuk membay:

pcngcluaran Daecrah,

3 . at SPP
Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingk

. ’ intaan
adalah dokumen vang digunakan untuk mengajukan permin
pcmbayaran.

_r
Akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan gAalah

< L= " u
dokumen legal Penetapan pemindahan hak atas tanah dan/ata

Bangunan darj gaq, pihak ke pihak lain.

S Objek Pajai yang selanjutnya disebut NOP, adalah nomor

dentitas Objekc pajq yang bersifat unik, tetap dan standar.

Rumah Ibadat aqq)

ah Bangunan yang memiliki ciri tertentu yang
kh

usus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-

masing agama Secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat

Surat Tagihan BPHTB ad

alah surat untuk melakukan tagihan
pa_]a-k dan atau Sanksi adm

inistrasi berupa bunga dan atau denda.

Pengelolaan BPHTB Melalui Sistem Informasi Manajemen yang
selanjulnya disebut E-BPHTB adal

ah serangkaian kegiatan yang
terintegrasi

dengan SIMPBB-P2 mencakup seluruh rangkaian
Proses yang wajib dilakukan dalam

menerima, menatausahakan,
dan melaporkan BPHTB.

Sistem Informasi Manajemen PBB-P2, yang selanjutnya disebut
SIMPBB-p2 adalah sistem yang terintegrasi
informasi/data objek dan subjek PBB- p2 sejak
data melalui pendaftaran, pendataan dan pe
identitas objek pajak (NOP),

untuk mengolah
dari pengumpulan
nilaian, pemberian
perekaman data, pemeliharaan basis
data, pencetakan hasil keluaran antara lain berupa SPPT, STTS,
DHKP, pemantauan penerimaan dan pelaksanaan Penagihan Pajak
sampai dengan pelayanan kepada Wajib Pajak melalui pelayanan
satu pintu.

E-PPAT adalah modul didalam E-BPHTB yang mewajibkan
Nolaris/PPAT/PPATS/ Pejabat Lelang mengisi Form registrasi
secara mandiri untuk mendapatkan nomor bayar sebagai dasar
pembayaran di Bank atau Tempat Lain yang Ditunjuk oleh
Pemerintah Daerah.
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59,

60.

61.

62,

63.

64.

65.

66.

67.

- lan
, . ; sa, Negara, dé
kcp”'"-"“ﬂun Umum adalah kepentingan Bangsa,

Y dan
. X .merintah
Masyaralat yang harus diwujudkan oleh pen
é akyat.
digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rax

ak yang satu
pihak

Jual Be
me

i . . ana pih

li adalah suatu persetujuan dengan mana p p
1 an

ngikat dirinya untuk menyerahkan suatu barang,

yang lain untyuk membayar harga yang dijanjikan.

: .nean mana kedua
Tukar Menukar adalah suatu persetujuan dengan man uatu
& ks s
belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan

PATang sccara timbal balik scbagai ganti suatu barang lain.

i . hibah
Hibah adalah suaty persetujuan, dengan mana seorang peng
at
menyerahkan Suatu barang secara cuma- cuma, tanpa dap

Menariknyg kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima
Penyerahanp barang ity.

Hibah wWagjaq adalah suatu penetapan wasiat yang khusus
“iengenal pemberian hak atas tanah dan atau Bangunan kepada

orang pribadi atay badan hukum tertentu, yang berlaku setelah
pemberi Hibah, wasiat meninggal dunia.

Waris adalah berpindahnya harta kekayaan dari yang meninggal

dunia atay orang yang memberikan warisan itu kepada orang lain
atau ahli Waris.

Pemasukan Dalam Perseroan Atau Badan Hukum Lain adalah
pengalihan hak atas tanah dan atau Bangunan dari orang pribadi
atau Badan kepada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya

sebagai penyertaan modal pada Perseroan Terbatas atau badan
hukum lainnya tersebut.

Pemisahan Hak yang  Mengakibatkan Peralihan adalah
pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan atau
Bangunan oleh orang pribadi atau Badan kepada sesama

pemegang hak bersama.

Penunjukan Pembeli dalam Lelang adalah penetapan pemenang

Lelang oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang tercantum dalam
Risalah Lelang.

Sebagai Pelaksanaan dari Putusan Hakim yang Telah Mempunyai
Kekuatan Hukum yang Tetap adalah peralihan hak dari orang
pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak
yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut.




. 1o padan usaha
68, Pcnggabungun Usaha adalah penggabungan dari dua bac

ankan berdirinya sal
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a yang

ah
atau lebih dengan cara tetap mempertah

- : aha lainny
Satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha
Menggabung,

69 badan

pCleuran Usaha adalah pcnggabungan dari dua atau lelhk i
slikuidas
“saha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan meli

badan-badan usaha yang bergabung tersebut.

saha -njadi
70. Pemekarap Usaha adalah pemisahan suatu badan usaha menj

dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan
uUsaha bary dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva.ke?adéf
badan usaha bary tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi
badan usahg yang lama.

71. Hadiah adalah syaty perbuatan hukum berupa penyerahan hak

alas tanah dan atau Bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi

atau badan hukyum kepada penerima Hadiah.

72. Pemberian Hak Baru Karena Kelanjutan Pelepasan Hak adalah

pemberian hak bary kepada orang pribadi atau badan hukum dari

Negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.

73. Pemberian Hak Baru di Luar Pelepasan Hak adalah pemberian hak

baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari

Negara atau dari pemegang hak milik menurut Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

74. Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang

dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu
yang ditetapkan oleh Pemerintah.

75. Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang

dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana

yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.

76. Hak Guna Bangunan adalah hak untuk  mendirikan dan

mempunyai Bangunan-Bangunan atas tanah yang bukan miliknya
sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria.

77. Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut

hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah
milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang

ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang

L
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Hak Milik atas Satuan Rumah Susun ad -

Satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah meliputi Juga h ;
alas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersarr.m yang
S€muanyg merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dengan Satuan yang bersangkutan.

Hak Pengelolaan 4 dalah hak menguasai dari Negara yang
Kewenangan  pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada
Pémegang haknya, antara lain, berupa perencanaan peruntukan
dan Penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan
Pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah

tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak
ketiga.

Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah
identitas resmj Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh

Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas
keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan

hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Surat Setoran Pajak selanjutnya di singkat SSP adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh
wajib pajak dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh adalah Pajak
Negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan
ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang
berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib

Pajak yang bersangkutan.




BAB II
OBJEK PAJAK, SUBJEK PAJAK,
DAN WAJIB PAJAK
Pasal 2

. Sl dan/atau
(1) Objek BPHTR adalah Perolechan Hak atas Tanah an/

Ba“glman. i
: ) iputi:
) Objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)melipu

4 Pemindahap hak karena:

L. Jual Belj;

Tukar Menukar;
Hibah;
Hibah Wasiat;
Waris;
Pemasukan Dalam Perseroan Atau Badan Hukum Lain;
Pemisahan Hak yang Mengakibalkan Peralihan;

Penunjukan Pembeli galam Lelang;

© © N O VA W N

Sebagai Pelaksanaan dari Putusan Hakim yang Telah
Mempunyaij Kekuatan Hukum yang Tetap;

10. Penggabungan Usaha;
11. Peleburan Usaha;

12. Pemekaran Usaha;dan
13. Hadiah.

b.pemberian hak baru karena:

1. Kelanjutan pelepasan hak; atau
' 2. Di luar pelepasan hak.
Q)

Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah:
a. Hak Milik;

b.Hak Guna Usaha;

c. Hak Guna Bangunan;

d.Hak Pakai;

€. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun; dan
f. Hak Pengelolaan.

(4) Dikecualikan dari objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) adalah objek pajak yang diperoleh:
a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan
timbal balik;

b.negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk
pelaksanaan pembangunan guna Kepentingan Umum;




yang ditetapkan
, syarat tidak
luar fungsi

C. Badan a1y perwakilan lembaga internasional
dengan Peraturan menteri  keuangan dcngafl :
Mmenjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di
dan Wgas Badan atau perwakilan organisasi tersebut;

2 ats karena
‘orang  pribadj atau Badan karena konversi hak atau

g ama;
Perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nam

*OTang pribadi atau Badan karena wakaf; dan

entingan
f. ?;a:;g Pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepenting
ibadah,

(5) Objek BPHTB untuk kepentingan ibadah sebagaiman? dimaksud
Pada ayaq (4) huruf f dapat diklasifikasikan sebagai Bangunarn
gedung dengan  fungs; keagamaan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Pel'undang- undangan mengenai Bangunan gedung.

() Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
o chadap fungsi Bangunan yang terintegrasi/tergabung ke
dalam fungsi keagamaan berupa Bangunan penunjang Rumah
Ibadat dengan usaha dan/atau kegiatan meliputi:

a. kegiatan Fesepsi, ruang pertemuan, dan sejenisnya;
b. tempat pPendidikan; dan

€. sarana yang bersifat komersil.

(1) Subjek Pajak BPHTR adalah orang pribadi atau Badan yang
memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang
memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

BAB II1
DASAR PENGENAAN PAJAK, TARIF PAJAK,
DAN PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 4
(1) Dasar pengenaan Pajak BPHTB yaitu NPOP,

(2) NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
a. Jual Beli adalah harga Transaksi;
. Tukar Menukar adalah Nilai Pasar;
Hibah adalah Nilai Pasar;
. Hibah Wasiat adalah Nilai Pasar;
Waris/akta pembagian hak bersama adalah Nilai Pasar;

T

hoae po©

pemasukan dalam peseroan atau Badan hukum lainnya adalah
Nilai Pasar;
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alah Nilai
B Pemisahan Hak yang Mengakibatkan Peralithan adal
Pasar: Kim yang
h. Peralihan hak Sebagai Pelaksanaan dari Putusar L{;:lli'“ Nilai
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap &
Pasar; -

Pelepasi Jak adalah
v a arena Kelanjutan elepasan Ha
Nilai Pasar: ak Baru K |
; lah Nilai Pasar;
k.

1.

Pemberian Hak Baru di Luar Pelepasan Hak ada
Penggabungan Usaha adalah Nilai Pasar;
Peleburan Usaha adalah Nilai Pasar;

m. Pemekaran Usaha adalah Nilai Pasar;

n. Hadiah adalah Nilai Pasar.

Jika Npop sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hur.ufa sampal
dengan hyuruf n tidak diketahui atau lebih rendah darlpﬁld?l N:JOP
yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya
perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP PBB-P2.

") Dalam hal NJOP PBB.p2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP PBB-P2
dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP PBB-P2.

() Besarnya NPOPTKP BPHTB ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00
(enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak BPHTB.

(6) Dalam hal perolehan hak karena Waris/akta pembagian hak
bersama atau Hibah Wasiat yang diterima orang pribadi yang
masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan
lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan
pemberi Hibah Wasiat, termasuk suami/istri, NPOPTKP BPHTB
ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(7) Dalam hal Sescorang memperoleh 1 (satu) atau lebih hak atas
tanah yang berasal dari 1 (satu) kepemilikan atau 1 (satu) NOP
maka besarnya NPOPTKP BPHTB sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dan ayat (6) diperhitungkan 1 (satu) kali.

(8) Pengenaan NPOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan
ayat (6) hanya diberikan 1 (satu) kali kepada Wajib Pajak dalam
masa Tahun Pajak.

(3)

(9 Bupati dapat menetapkan Nilai Pasar berdasarkan zona Nilai
Pasar BPHTB.

Pasal 5
Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 6

(I) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal S dengan
dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) setelah dikurangi NPOP Tidak Kena Pajak BPHTB sebagaimana

e B




(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

T e ST e——

atau
i ayat  (6) ¢
dimaksud dalam pasal 4 ayat  (5) dan .

dengan rumus : BPHTB = 5% x (NPOP-NPOPTKP).

> aeai berikut:

Cara penghitungan BPHTB ditetapkan scbagal berikt i -

a. bila NPOP digunakan sebagai dasar pcng(yr1::l:1.
NPOPTKP = NPOPKP x 5% = Pajak YangTerutans: e

b. bila NJop digunakan sebagai dasar pengenaarn: T

NPOPTKP = NPOPKP x 5% = Pajak YangTerutang:

) ibe Wasiat
Cgra Penghitungan BPHTB karena Waris dimNP(P)lll)bK;)h - il
dll'etapkan sebagai berikut: NPOP - NPOPTKP =
Pajak Yang Terutang.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 7
Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan BpyTR dipungut di Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan
Paragraf 1
E-BPHTB
Pasal 8

Ke}:)ala Badan berwenang menghubungkan sarana perangkat di
setiap Notaris/PPAT/PPATS/ Pejabat lelang yang dipilih Wajib
Pajak dengan E-BPHTE.

Sarana dan sistem informasi data transaksi Wajib Pajak dengan
E-BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sarana dan
sistem informasi besaran data transaksi BPHTB Wajib Pajak yang
digunakan oleh Notaris/PPAT/PPATS/Pejabat lelang untuk
menginput dan merekam setiap transaksi dari masyarakat/subyek
pajak yang merupakan dasar pengenaan pajak daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Notaris/PPA’l‘/PPATS/Pejabat lelang wajib menyampaikan data
peralihan karena Transaksi Jual Beli, Waris, dan Hibah Wasiat
ataupun pemindahan hak lainnya.

Dalam hal perangkat dan sistem yang dimiliki
Notaris/PPAT/PPATS/Pejabat lelang tidak dapat dihubungkan
dengan perangkat dan sistem informasi E-BPHTB yang dimiliki
Dinas, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya jaringan
atau oleh sebab lain seperti teknologi informasi yang dimiliki
Notaris/PPAT/PPATS/Pejabat lelang tidak dapat dijangkau atau
diakses oleh perangkat dan sistem informasi yang dimiliki  Dinas,
maka Notaris/PPAT/PPATS/Pejabat lelang harus menyiapkan
perangkat informasi schingga dapat menghubungkan dengan
sistem informasi yang ada di BAPENDA.




(5)

(1)

(2)

()

(4)

.mudahkan
E-BPHTR diterapkan dalam rangka pendaftaran, mem

Proses Pembayaran, dan pelaporan BPHTB.

Paragrafl 2
Tata Cara Pelaksanaan E-BPHTB

Pasal 9 japkan
BAPENDA dalam melaksanakan E-BPHTB harus mempersiapis
fungsi Yang dibutuhkan, meliputi:
a. fungsi pelayanan;

b. fungs; Pengolah data dan informasi; dan

€. fungsi Pembukuan dan pelaporan.

Fungs;i Pelayanan sebagaimana  dimaksud  dalam ayal (1)
huruf a, melakukan tugas sebagai berikut:

4. menerimg pendaftaran dan pelaporan SSPD BPHTB dari Wajib
Pajak;

b. meminta data terkait objek pajak kepada fungsi pengolah data
dan informas;i:

€. memeriksg Kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait

Objck Pajak BPHTB yang tercantum dalam SSPD E-BPHTB;
dan

d. melakukan perbaikan SPPT PBB-P2 dari proses BPHTB.

Fungsi

Pengolah Data dan Informasi sebagaimana dimaksud
dalam a

yat (1) huruf b, melakukan tugas sebagai berikut :

4. mengelola data base Objek Pajak BPHTB yaitu mengecek
data lokasi E-BPHTB dan SPPT PBB-P2 dari Sistem
Managemen Informasi Objek Pajak (Sismiop) PBB-P2;

b. menyediakan data Objek Pajak BPHTB atas permintaan dari

fungsi  pelayanan yaitu  melakukan Penelitian /verifikasi
lapangan terhadap proses E- BPHTB;

€. menerbitkan hasil Penelitian /verifikasi lapangan; dan
d. mengupdate data PBB-P2 sesuai hasil proses E- BPHTB.

Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf ¢, melakukan tugas sebagai berikut :

a. menyiapkan Laporan E-BPHTB berdasarkan dokumen-
dokumen dari Bank atau Tempat Lain yang Ditunjuk
dan/atau Bendahara Penerimaan dan/atau
Notaris /PPAT/PPATS/ Pejabat lelang;

b. menerima laporan penerimaan E-BPHTB dari atau Tempat Lain
yang Ditunjuk /Bendahara Penerimaan paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya;

¢. menerima laporan pembuatan hak atas tanah dan/atau
Bangunan dari PPAT paling lambat pada tanggal 10 bulan
berikutnya secara online; dan




(1)

(2

@

(4

—

(5

-

(6)

(7)

(1)

(2)

(1)

(2)

S a1 atau Objek
d. menyusun laporan perubahan Subjek Pajak @

Pajak BPHTB sctiap bulan.

Paragraf 3
Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran
Pasal 10

& : . slakuk
Wajib Pajak melaly; Notaris/PPAT/PPATS/Pejabat lelang r::';pp oy
Pendaftaran dan pelaporan pajak terhutang BPHTB denga

ayat

an

Pendaftaran qap Pelaporan pajak sebagaimana dimaksud }:iacli(i: e
(1) dengan menggunakan E-PPAT beserta kelengkapan do
pendukungnYa.

SSPD BPHTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diteliti
oleh fungsi pelayanan ppHTE,

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)meliputi:
a. kebenaran informas;j vang tercantum dalam SSPDBPHTB; dan

b-kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB.
Penelitian seba

dengan Pemeri
informas;j.

gaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disertai
ksaan lapangan oleh fungsi pengolah data dan

Jangka wakty

- penyelesaian Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana
dimaksud pada

ayat (5) paling lambat7 x 24 Jam.

Fungsi pelayanan BPHTB, menyampaikan hasil Penelitian SSPD

BPHTRB Wajib Pajak kepada Notaris/ PPAT/ PPATS/Pejabat lelang
yang bersangkutan melalui BPHTB.

Pasal 11

Wajib  Pajak mengurus  Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan melalui Notaris/PPAT/PPATS/ Pejabat lelang
sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Notaris/PPAT/PPATS /Pejabat lelang atau pejabat lelang melakukan
Penelitian atas Objek Pajak BPHTB yang haknya dialihkan.

Paragraf 4
Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran

Pasal 12

Wajib Pajak melalui Notaris/PPAT/PPATS/Pejabat Lelang dapat
menginput data transaksi melalui PPAT secara mandiri dan
membayar pajak melalui SSPD E- BPHTB ke bank presepsi atau
Bank atau Tempat Lain yang Ditunjuk oleh Bupati atau tempat
lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Notaris/PPAT/PPATS/Pejabat  Lelang  menandatangani SSPD
BPHTB.
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) SSPD B-BPHTB dibuat rangkap 6 (cnam), terdiri dari:

d.

b.

lembar | untuk Wajib Pajak;

. age
lembar 2 untuk BKAD disampaikan oleh b‘m:-(. presey
Bank atay Tempat Lain yang Ditunjuk oleh Bupali;

hsi atau

lcmbar3umuk bendahara penerima; . i

: in 3
lembar 4 bank presepsi atau Bank atau Tempat La
Ditunjuk oleh Bupati;

P ej
lembar 5 yneuk Notaris/PPAT/PPATS Negara dan Ppcj
Pertanahan; dan

abat
lembar ¢ untuk BAPENDA.

Pasal 13

M BAPENDA /UPT Pajak Daerah melakukan Penelitian atas SSPD E-
BPHTB,

:’ 19 Setiap formulir pembayaran sspD E-BPHTB, wajib diajukan oleh

Wajib Pajak g
BAPENDA /UpT

tau Kuasa Wajib Pajak untuk diteliti/validasi oleh
Pajak Daerah.

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

mencocokkan  kebenaran NOP dengan NJOP yang ada di
SIMPBB-P2;

kelengkapan dokumen pendukung SSPD E-BPHTB; dan/atau

mencocokkan kebenaran

informasi yang tercantum dalam SSPD
E-BPHTB.

(4) Tata cara Penelitian SSPD E-BPHTB adalah sebagaiberikut:

a.

Wajib Pajak selaku penerima hak yang mengajukan permohonan
Penelitian SPTPD-BPHTB yang telah dibayarkan dengan
menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam
Penelitian SSPD E-BPHTB terdiri atas:

1. SSPD E-BPHTB yang telah dicap dan ditandatangani oleh
Notaris/PPAT/ PPATS/ Pejabat Lelang;

2. bukti penerimaan setoran Bank atau Tempat Lain yang
Ditunjulk;

3. fotokopi SPPT;
4. fotokopi STTS/struk ATM bukti pembayaran PBB/bukti
pelunasan PBB pembayaran 5 (lima) tahun terakhir;

S. fotokopi identitas Wajib  Pajak (KTP, KK, dokumen
kepegawaian, SK pensiun, dll);

6. fotokopi akta Jual Beli /akta Hibah/SK BPN/akta Waris/ SK
BPN/putusan pengadilan/dokumen Akta Pemindahan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan lainnya;

7. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/ pemanfaatan
tanah/surat keputusan instansi berwenang;




!

- Wajib  Pajak atau Kuasa Wajib Pajak

a dikuasakan;

8. surat kuasa bermaterai apabil
9. fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak;

10. fotokopi SSP PPhsurat keterangan bebas PPh; iliki NPWP;
11. fotokopi NPWP atau surat pernyataan s

. untuk Waris);
12, ro(_()kopi surat ke[erangan kematian (khusus
dan
13. dok i iperlukan. .
umen lainnya yang dip o oo i

3 enyerahkan
permohonan Penelitian SSPD BPHTB kemudian m 4

bersama dokumen pendukung kepada BAPENDA;

itian SSPD
dalam hal ketentuan pengajuan e ilonal Ple?lemif:penuhh
BPHTB bersama dokumen pendukung  teia

BAPENDA menindak lanjuti dengan:

iputi
1. meneliti kewajaran penghitungan BPHTB yang melip

komponen NPOP, NPOPTKP, tarif, pengenaan atas obyf:k
Pajak tertentu (meliputi perolehan hak karena Waris,
Hibah Wasiat, atau pemberian Hak Pengelolaan): besarnya
E- BPHTB yang terutang, dan BPHTB yang harusdibayar;

2. meneliti BPHTB yang disetor melalui bukti sequence Bank
atau Tempat Lain yang Ditunjuk;

3. mencocokkan NOP vang dicantumkan dalam SSPD BPHTB
dan NOP yang dicantumkan di fotokopi SPPT dengan NOP
yang ada di SIMPBB- P2;

4. mencocokkan NJOP Bumi per meter persegi yang
dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per
meter persegi yang ada diSIMPBB-P2;

5. mencocokkan NJOP Bangunan per meter persegi yang
dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP
Bangunan per meter persegi yang ada di SIMPBB-P2;

6. meneliti pembayaran/pelunasan PBB 5 (lima) tahun terakhir
yang ada di SIMPBB-P2;

7. mencocokkan identitas Wajib Pajak dalam SSPD BPHTB
dengan bukti foto copy identitas;

8. meneliti harga Transaksi/Nilai Pasar/nilai lelang yang
tercantum dalam SSPD BPHTB dengan akta Jual Beli /akta
Hibah /risalah lelang/DII;

9. mecocokkan data dengan bukti kepemilikan/penguasaan/
pemanfaatan tanah; dan/atau

10. mencocokkan luas tanah yang dialihkan dalam SSPD BPHTB
dengan bukti kepemilikan/ penguasaan/ pemanfaatan
tanah/ keputusan instansi berwenang.

11. BAPENDA dapat melakukan Penelitian lapangan untuk
mengecek kebenaran atas data SSPD BPHTB dan dokumen
pendukung,




13.SSPD  BPHTB  yang

14. Dalam hal  formulir pembayaran SSPD

17

> ana
12. Hasil Penelitian lapangan SSPD E-BPHTB tecbk:!:*l:"‘}‘msu
dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam lfl[.):)q(lapor'rm
Penclitian lapangan SSPD E-BPHTB dan lampira ;
hasil Penelitian lapangan SPPD E-BPHTB.

telah diteliti diterbitkan

: : jumlah E-
SKPDKB/SKPDKBT/STPD ~ apabila i e R R
BPHTB terutang kurang bayar atau terdaps

administratif b bunga dan/atau denda.
o 2 E-BPHTB

Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tida'\k sesua]u dir:lg:':;
Persyaratan atau penginputan dan/atau tidak melan)] than
dalam pemutakhiran data hasil input, maka sxstcm. .
menolak, dan Wajib Pajak atau Kuasanya dapat menginp
kembali sesuaj persyaratan yang ditentukan.

15. Validasi SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

16. Dalam hal Pengajuan permohonan Penelitian SPPD BPHTB

terhadap Pémbayaran SSB atau SSPD BPHTB sebelum
tahun 20711, harus melampirkan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a.

Penyelesaian permohonan validasi SSPD E-BPHTB melalui

Penelitian lapangan harus dituangkan dalam berita acara
hasil Penelitian lapangan.

18. Format formulir permohonan Peneclitian SSPD BPHTB

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam
Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Saat Pajak Terutang
Pasal 14

(1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan untuk:

d.

Jual  Beli adalah sejak tanggal dibuat dan tanda
tanganinya akta;

tukar-menukar  adalah sejak  tanggal dibuat  dan
ditandatanganinya akta;

Hibah adalah sejak tanggal dibuat  dan ditandatanganinya
akta;

Hibah ~ Wasiat adalah  sejak tanggal  dibuat dan
ditandatanganinya akta;

Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan
peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;

Pemasukan Dalam Perseroan Atau Badan Hukum Lain adalah
sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;




8- Pemisahan Hak yang Mengakibatkan Peralihan adalah sejak
tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; ' il

M. Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang

Mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Pemberian Hak Baru Karena Kelanjutan Pelepasan Hz.lk -~

S¢jak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

adalah

i Pemberian Hak Baru di Luar Pelepasan Hak_ adalah sejak
tangga] ditcrbitkannya surat keputusan pemberian hak;

Penggabungan Usaha adalah scjak tanggal dibuat dan

ditandatanganinya akta;

Peleburan Usaha adalah sejak tanggal dibuat

ditandalanganinya akta;

m. Pemekaran Usaha adalah sejak tanggal dibuat dan
ditandatanganinya akta;

N. Hadiah adalap scjak tanggal dibuat dan ditandatanganinya
akta; dan

dan

0. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.

(2} BPHTB Yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya

perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

(1) Pembayaran Pajak terutang dilakukan dengan menggunakan
formulir SSPD BpHTE.

(2) Formulir SSPD BPHTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi

dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib
Pajak.

(3) Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak Notaris/PPAT/ PPATS
melakukan penyetoran jumlah pembayaran BPHTB ke rekening
Bank atau Tempat Lain yang Ditunjuk sebelum diterbitkan Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(4) Wajib Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
melakukan pembayaran pajak melalui Bank atau Tempat Lain
yang Ditunjuk secara online.

Pasal 16

(1) Notaris/ PPAT/ PPATS/ Pejabat  Lelang hanya dapat
menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau
Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran
pajak.

(2) Kepala kantor pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran
hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah
Wajib Pajak melunasi BPHTB terutang dengan bukti lunas.

SRR,



(1)

(2)

(3

(4)

(5)

(6)

(7)

Pasal 17 | 1

ji ajé menghitung,

Wajib Pajak  atau Kuasa Wajib Pd_!.lk e PHTD
Memperhitungkan, menetapkan, dan membayar S¢

Yang terutang, o

| hun sesudah saat terutangnya

Dalam Jangka waktu 5 (ima) ta nerbitkan:

BPHTB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat me e
P S aa &
4. SKPDKB dalam hal jika berdasarkan hasil PC:‘;-:n:’dibayar;
kC(Cl‘angan Iain' paJak yang terutang Udak atau Ku -

b- SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data-yanlil:‘::;;:::
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jum
yang terutang,

a SKP DN jika jumlah pajak yang terutang sama bcsamytfiid:i”g’;:
Jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan
kredit pajak.

d. SKPDLRB dalam hal jumlah pajak yang dibayar lebih bc?sar dari
jumlah pajak yang terutang, pembayaran BPHTB telah dilakukan
sebelum akta ditandatangani, namun perolehan hak atas tanah
dan/atau  bangunan batal dilaksanakan, adanya putusan
pengadilan  yang telah berkekuatan hukum tetap yang
membatalkan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan
yang BPHTB telah dibayar; dan /atau

¢. STPD jika Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga
dan/atau denda.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
Jjangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung
sejak saat lerutangnya pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb dikenakan sanksi
administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari
Jumlah kekurangan pajak tersebut.

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan
jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan
Pemeriksaan.

Apabila pembayaran BPHTB dilakukan di tahun berikutnya setelah
tanggal penetapan akta Jual Beli, maka nilai perhitungan
penetapan BPHTB dihitung berdasarkan saat terakhir diajukan
oleh Wajib Pajak.

Sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dikenakan atas keterlambatan pembayaran
BPHTB.




(8)

(9)

(10)

(1)
(2)

3

4

(1

—

(2)

(3)

(4)

avat (3
Sanksi administratif berupa bunga ‘“'”"km,"', 'm”“l, ;.Il-v ;:;.,;‘.k’
dikenakan sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung «k.n i
yang kurang atay terlambat dibayar untuk jangka W“. tnltl'l"‘“”v“
lm‘.m 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terut:
pPajak,
Form dan STPD

. i . 3 B,
at formuyljr SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDL dalam

sebagaimana dbssadenid pada ayat (2), lchﬂl?lum e
Lampiran 1, Lampiran I, Lampiran IV, Lamp{ran ' dari
Lampiran VI Jang merupakan bagian tidak terpisahkan dé
Pcraturan Bupati inj.

Ketentuan men

ihan di bih
. genai Tata cara pengembalian kelebihandiatur le
lanjut dengan

Peraturan By pati.

Pasal 18

Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
g:lj-;’llj‘a Pajale atay Kuasa Wajib Pajak melakukan pembayaran
pratang den PD-BPHTB, SKPDKB,
SKPDKBT, sTpp, o' Menggunakan SPT
\]:??baya{an scbagaimana  dimaksud pada ayat (1) dilakukan
ajib Pajak atau Kuasg Wajib Pajak melalui Kas Umum Daerah

atau reke‘ning Penampungan sementara Kas Umum Daerah atau
tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Banl; atau Tempat Lain yang Ditunjuk sebagai tempat penerimaan
Pemba ;

Pasal 19

SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding,
yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah
merupakan dasar Penagihan Pajak dan harus dilunasi dalam

Jjangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
diterbitkan.

Dalam hal Wajib Pajak belum menyelesaikan pembayaran sampai
dengan jatuh tempo maka diterbitkan surat teguran atau surat
peringatan atau surat lain yang sejenis.

Dalam hal jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi
dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat teguran
atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak
yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, sita, dan lelang dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.




(1)

(2)

(4)

()

BAB V
- ING
TATA CARA PEMBETULAN, PEMHAIAI,A-N. l’LlJ :AN“
KETETAPAN, pAN PENGHAPUSAN ATAU PENG
ADMINISTRASI

URANGAN
AN SAN'\SI

Pasal 20

ool a. Bupati atau
Atas Permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, >

: SKPDKBT,
f?C_labat yang ditunjuk dapat membetulkan SKPPKB' a terdapat
STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam pcncrbntann)’;(ekcliruan
kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung dan/atau Rt
Peénerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Per

Undangan Perpajakan Daerah.
Bupati atay Pejabat yang ditunjuk dapat :

- mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratil berupa
Unga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut
beraturan Perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal

sanksi tersebyt dikenakan karena kekhilafan Waill: Fajaic; atan
bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau  membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT atau STPD, skppn atau SKPDLB yang tidak benar;

€. mengurangkan atau membatalkan STPD;

yang ditentukan; dan

€. mengurangkan ketetapan  pajak terutang  berdasarkan

pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi
tertentu Objek BPHTB.

yang jelas.

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 12 (dua belas)
bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diterima, sudah harus memberikan keputusan.

Apabila setelah waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak
memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan,
pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan
sanksi administrasi, permohonan dianggap dikabulkan.




Pasal 21

Tata cara pe
a. Waijib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak mengajukan -
pcl‘n’loh(‘)nan pcngurangan kcpada Bupati melalui BAPENDA d:

bahasg lndoncsia disertai dengan alasan yang jelas;

mberian pengurangan BPHTB adalah:
suratl

am

“Surat pengajyan Permohonan Wajib Pajak atau Kuasa Wujili Pll;]:::
Secara lengkap  sesuaj persyaratan yang ditentukan diaju
Paling lambar 3 (tiga) bulan sejak terutangnya BPHTB;

C. :;tas P€rmohonan Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak dilakukan

cnelitian Yang dituangkan dalam berita acara;

d. Penelitian sebagaimang dimaksud pada huruf ¢ dilakukan .dalam
hal dibandang perty, gen Tim yang ditetapkan oleh Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk:

€. Permohongp

iti - i hi rsyaratan  tidak
dltmdaklanjuti yang  tidak  memenu pe

untuk diproses pengurangan BPHTBnya;

Pasal 22
() Pengurangan ppyg Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat

(1) huruf a adalah dalam hal:

a.kondisi tertentu Wajib Pajak
Objek Pajak BPHTR yaitu:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui ;
Program pemerintah dan /atau pemerintah provinsi dan/atau
Pemerintah Daerah q; bidang pertanahan dan/atau relokasi
karena bencana alam di bidang pertanahan dan tidak
mempunyai kemampuan secara ekonomis;

Yang ada hubungannya dengan

2. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain Hak
Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau Bangunan
secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara terus-
menerus yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib
Pajak dan surat keterangan dari kepala kelurahan setempat;

3. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan rumah sederhana atau rumah susun
sederhana atau rumah sangat sederhana yang diperoleh

langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran,;
atau

4. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima Hibah dari orang
pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam
garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat
ke bawah.

b. kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-
sebab tertentu yaitu: .

1. Wajib Pajak memperoleh hak atas tanah melalui Pembelian darl
hasil ganti rugi pemerintah dan/atau pemeru:uah provinsi
dan/atau Pemerintah Daerah yang nilai ganti ruginya di bawah

]




N

+ Wajib Pajak Badan vang terkena dampak Kr

- Wajib Pajak or

—— R —

> antl  rugl
NJOp paling lama 3 (tiga) bulan setelah uvang g

d|lvrnmu/dipcrnlch; 5 o il
isis ekonor d
kehidupan

ate p as rada
oo Sng| ‘herdemipek S l Pajak harus

Perekonomian  nasional sechingga Wajib e
. : ‘ uta

Mmelakukan restrukturisasi usaha dan/atau

S€Suai dengan kebijakan pemerintah;

usaha

a5 ¢ kan
" Ailb Pajak Badan usaha milik daerah yang melaku

Peleburan Usaha

Pengoap : tau
——— Jeahe; {merger), 8° terlebih dahulu

dengan  atau tanpa i
Mengadakan  Jikyidasi dan telah memperolch kcpu,wl::ri
Persetujuan penggunaan nilai  buku da]fzm rangké
DenggabUngan atau Peleburan Usaha dari Bupati;

- Wajib Pajalk yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau

Bflngunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula
disebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor,
8¢mpa  Bumj, gunung meletus atau sebab-sebab lainnya
SePerti kebakaran dap huru hara yang terjadi dalam jangka

:’kaktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan
ta;

ang pribadi dengan status sebagai veteran,
Sipil (PNS) golongan I dan II, Tentara Nasional
dengan pangkat tamtama, bintara dan perwira
pertama, Polisi Republik Indonesia (POLRI) dengan pangkat
bintara dan Perwira pertama, pensiunan PNS, purnawirawan
TNI/POLRI atay Janda/dudanya yang memperoleh Hak atas
Tanah dan/atay Bangunan rumah dinas Pemerintah atau
Pemerintah provinsij atau Pemerintah Daerah;

Pegawai Negeri
Indonesia (TNI)

- Wajib Pajak orang pribadi dengan status sebagai Pegawai

Negeri Sipil (PNS) golongan 111, Tentara Nasional Indonesia
(TNI) dengan pangkat perwira menengah, Polisi Republik
Indonesia (POLRI) dengan pangkat perwira menengah yang
memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan rumah

dinas pemerintah atau pemerintah provinsi atau Pemerintah
Daerah;

- Wajib Pajak orang pribadi dengan status scbagai Pegawai Negeri

Sipil (PNS) golongan IV, Tentara Nasional Indonesia  (TNI)
dengan  pangkat perwira tinggi, Polisi Republik Indonesia
(POLRI) dengan pangkat perwira tinggi yYang memperoleh Hak
atas Tanah dan/ atau Bangunan rumah dinas pemerintah
atau pemerintah provinsi atau Pemerintah Daerah;

- Wajib  Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia

(KORPRI) yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota
KORPRI,

- Wajib Pajak Badan anak perusahaan dari perusahaan

asuransi dan reasuransi yang memperoleh Hak atsjns Tanah
dan/atau Bangunan yang berasal dari perusahaan induknya




kelanjutan dari

kesehatan
\suransi;

selaku pemegang saham tunggal vauw"qmnu
Pelaksanaan keputusan menteri kcuunl-’.‘m‘ft}l i
keuangan perusahaan asuransi dan perusana
- alam wilayah
10. Wajib Pajak yang domisilinya termasuk ddld::()lch l'luk
Program rehabilitasi dan rekonstruksi yang memp cfnl:rinlu“
alas Tanah dan Bangunan melalui program [F?,h i
dan/atau pemerintah provinsi dan/atau Pemerints
di bidang pertanahan. e
- Tanah dan/atay Bangunan yang digunakan untul"i kcpCT:S:E;:n
sosial atau pendidikan yang tidak untuk mencan kcug agt,im
antara lain ypyyk panti asuhan, panti jompo, ruma ydan
Platu, sekolah yang tidak ditujukan mencari ke.untungane,lk :
fumah sakit swastq milik instansi pelayanan sosial masyarakat.

(2) Permohonan Pengurangan BPHTB sebagaimanadimaksud pada ayat
(1) dengan kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka | diajukan dengan melampirkan:

a. fotokopi dokumen kependudukan:

b. fotokopi  keputusan pemerintah  dan/atau pemerintah  provinsi

dan/atau Pemerintal Daerah mengenai relokasi bencana;

o (sjurat keterangan tidak mampu dari kepala kelurahan setempat;
an

d. dokumen lainnya yang diperluan.

(3) Permohonan Pengurangan BPHTR sebagaimanadimaksud pada ayat
(2) dengan kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka 2 diajukan dengan melampirkan:

a. fotokopi dokumen kependudukan penanggungjawab Badan;
b. fotokopi susunan pengurus;

C. surat pernyataan Wajib Pajak Badan;

d

- surat keterangan penguasan fisik dari kepala kelurahan
setempat;

e. fotokopi SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB selama 5 (lima)
tahun terakhir berturut-turut; dan

f. dokumen lainnya yang diperluan.

(4) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat
(2 ) dengan kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka 3 diajukan dengan melampirkan:

a. fotokopi dokumen kependudukan;

b. fotokopi keputusan menteri perumahan rakyat mengenai klasifikasi
rumah dan/atau Bangunan ke dalam rumah sederhana, dan
rumah susun sederhana serta rumah sangat sederhana;

c. fotokopi akta perikatan Jual Beli;
d. fotokopi akad kredit;




. . terakhir; dan
€. lotokopi Sppr PBB dan bukti pembayaran PBB tahun (e

£, dokumen lainnya yang diperluan. e

. i ;,k..‘u(l Pe
®) Permohonan, Pengurangan BPHTB sebagaimana dl-m-:k:ud pada
vat (1) dengan kondisi Wajib Pajak sebagaimang d"Tk §
Wat 1) huruf a angka 4 diajukan dengan melampirkan:
a.

b.

fotokopi dokumen kependudukan;

folokopi akta kclahiran;

c. folokopiakta Hibah; i

d fotokopi SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB selama 5 (lima)
tahun terakhjy berturut-turut; dan

dokumen lainnya yang diperluan.

©) Permohonan Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf p angka 1 diajukan dengan melampirkan:
a.

e.

fotokopi dokumen kepcndudukan;

b. (fiotokor)i SPPT PBB atas tanah dan/atau Bangunan yang akan
ibeli;

c.
d.

fotokopi buktj Peénerimaan ganti rugi: dan
dokumen lainnya Yang diperluan.

(7) Permohonan Peéngurangan BPHTR sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dengan kondisj Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b angka 2 diajukan dengan melampirkan:

a. fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
b. fotokopi susunan pengurus;

€. pernyataan krisis ekonomi dan moneter dari pemerintah;
d

. kebijakan Pemerintah mengenai  restrukturisasi usaha
dan/atau utang usaha;

e. laporan keuangan perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah
diaudit oleh auditor independen;

f. fotokopi SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB selama S (lima)
tahun terakhir berturut-turut;

g. fotokopi SPT PPH Badan 3 tahun terakhir;
h. surat keterangan bebas fiskal; dan
i. dokumen lainnya yang diperluan.

(8) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimanadimaksud pada ayat
(1) dengan kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b angka 3 diajukan dengan melampirkan:

a. fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya;

b. fotokopi susunan pengurus baru;




(9) Per

(10)

d.

e.

g.
h.

i.

a.
b.

C.

i p rangka
ST ‘ ) y 1ilai buku dalam
keputusan persetujuan penggunaan ml‘”. : { kementerian
PENEgabungan atau Peleburan Usaha dari pejaba
kevnangan:

kcbijnknn pemerintah  mengenai restrukturisasi usaha
dan/atay utang usaha;

laporan keuangan perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir yang
telah diaudit oleh Auditor Independen; .
fotokop; SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB selama 5 (lima)
tahun terakhir berturut-turut.

fOlokopi SPT ppy Badan 3 tahun terakhir;

SUrat keterangan bebas fiskal; dan

dokumen lainnyg Yang diperluan.

mohonan Pengurangan BpPHTR sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) den an k o i : a < e
huruf 1>gza111g1:mdlsl Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

a 4 diajukan dengan melampirkan:

fotokopi dokumen kependudukan;

fotokopi keputusan Bupati mengenai bencana;

zurat keterangan mengenai tidak berfungsinya lagi tanah
an/ata}l Bangunan yang terkena bencana alam atau sebab-
sebab lainnya darj instansi yang berwenang;

d. fotokopi akta tanah;

: 3

- fotokopi SPPT ppR dan bukti pembayaran PBB selama 5 (lima)

tahun terakhir berturut-turut; dan

dokumen lainnya yang diperluan.

Permohonan bPeéngurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan kondisj Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada

- Totokopi dokumen kependudukan;
- fotokopi dokumen kepegawaian (khusus bagi PNS, TNI, POLRI);

. fotokopi surat keputusan pensiun (khusus bagi pensiun PNS,

TNI, POLRI);

. fotokopi  surat bukti/keterangan scbagai  veteran yang

dikeluarkan oleh pejabat  yang berwenang (khusus bagi
veteran);

fotokopi surat penetapan pembelian rumah dinas;
fotokopi bukti lunas pembelian rumah dinas;

fotokopi SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB selama 5 (lima)
tahun terakhir berturut-turut; dan

. dokumen lainnya yang diperluan.




naksud pada

- i t lir
1) Permohonan, pengurangan BPHTB sebagaimana (|’ T
avat (1) dengan kondisi Wajib Pajak sebagaimana lx(nn. !
7 4 g . ‘kan:
Wat (1) huruf b angka 8 diajukan dengan melampir
a. fi : aK RI;
a. fotokopij akta pendirian/penctapan lembaga KORI
b. lotokopi dokumen kepengurusan KORPRI;
€ fotokopi izin Peruntukan penggunaan tanah; !
¢ 1tu
d. surat ; daan tanah ur
ernyate e engadas .
Pernyataan mengenai peng korpri;

Perumahan bag; anggota KORPRI dari dewan pengurus
{ ¢ ima

+ fotokopi sppr PBB dan bukti pembayaran PBB sclama 5 (lima)
tahun terakhir berturut-turut; dan

dokumen lainnya Yang diperluan.
(12) Permo

f.

hOnan Pengurangan BPHTB Scbagaimana dlmaksud pada
avat (1) dengan kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b angka 9 diajukan dengan melampirkan:

a. fotokopi akta pendirian;
b.

C.

fotokopi akta pendirian anak perusahaan;
fotokopi Susunan pPengurus;

d. keputusan menteri  keuangan tentang kesehatan keuangan

Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yvang
bersangkutan;

€. fotokopi SPPT pR dan bukti pembayaran PBB selama 5 (lima)
tahun terakhir berturut-turut;

f. fotokopi SpPT PPH Badan 3 tahun terakhir;
8. surat keterangan bebas fiskal; dan
h. dokumen lainnya yang diperluan.

(13) Permohonan pPéngurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b angka 10 diajukan dengan melampirkan:

a. fotokopi dokumen kependudukan;

b. penetapan wilayah yang terkena rehabilitasi dan rekonstruksi
dari pemerintah dan/atau pemerintah provinsi dan/atau
Pemerintah Daerah;

C. penetapan program pemerintah dan/atau pemerintah provinsi
dan/atau Pemerintah Daerah di bidang pertanahan terkait
dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi; dan

d. dokumen lainnya yang diperluan.

(14) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ diajukan dengan melampirkan:

a. fotokopi dokumen kependudukan penanggung jawab lembaga
/yayasan;

b. fotokopi akta pendirian lembaga/yayasan;

e ]




avasan;
¢ lotokopi susunan pengurus lembaga/yayasal

keuangan lembaga/

d. administras; pembukuan atau laporan
)’il}'x\sxlll;

elama 5 (lima)
e. fotokopi SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB sclama

tahun terakhir berturut-turut:

fotokopi SPT PPH Badan 3 tahun terakhir;
8- surat ke

f.

lerangan bebas fiskal; dan

dokumen lainnya yang diperluan. )
(15) F‘ormal formulir permohonan pengurangan BPHTB scbaga;rzlam
dimaksuqg Pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum

Lampiran vy yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupagj in;,

h.

ana

Pasal 23
(1) Besarnyg Pengurangan BPHTB ditetapkan sebagai berikut:
a. sebesar 259,
untuk Wajib
huruf a angk

(dua puluh lima persen) dari pajak yang terutang
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)
a 3 dan huruf b angka 7;

b. sebfsar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang untuk
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf
aangka 2, angka 4, huruf b angka 1, angka 2, angka 3, angka 6,
angka 8, angka 9,dan huruf ¢;

d.sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang terutang untuk

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf
b angka 4 dan angka 10

(2) Penyelesaian permohonan pengurangan dapat melalui Penelitian
yang dituangkan dalam berita acara.

(3) Format keputusan pengurangan BPHTB, tercantum dalam

Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

(1) Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak harus melakukan pembayaran
pajak BPHTB terutang sejak diterimanya surat keputusan dari
Bupati dan/atau Pejabat yangditunjuk.

(2) besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebesar pokok pajak setelah mendapat pengurangan pajak
ditambah dengan denda pajak sebesar 2% (dua persen) per bulan
dari pokok pajak setelah mendapat pengurangan.

(3) denda pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung §ejak
dikeluarkannya surat keputusan dari Badan Pertanahan .Nasmnal.
(BPN) sampai dengan tanggal surat keputusan dari Bupati
dan/atau Pejabat yang ditunjuk.




> Ty m————

alah untuk Wajib

s ad ;
(4) denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (I h hak pengalihan
- > C £
Pajak orang pribadi pensiunan yang ml,mpU;"N v
= X KT ah Negara.
Hak atas Tanah dan Bangunan sewa-beli ruma
BAB VI

ING
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengajuan Keberatan
Pasal 25

(1) Wajib pa
kepada B
a. SPPT;
b. SKPD;

¢. SKPDKR;
d. SKPDKBT:dan

e. SKPDLB.

i atan
ak atay Kuasa Wajib Pajak dapat mengajukan kebera
upati atay Pejabat yang ditunjuk, atas:

ratan yang  diajukan adalah terhadap materi atau isi dari
4pan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya
dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak
atau penanggung pajalk.

da. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
kepada Bupati melalui BAPENDA dengan disertai alasan-alasan
yang jelas berupa data atau bukti bahwa jumlah pajak yang
terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan tidak benar;

b. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan
dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain
harus dengan melampirkan surat kuasa;

€. surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan
pajak dan untuk satu Tahun Pajak atau masa pajak dengan
melampirkan fotokopinya;

d. permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling
lambat 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh
Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa
jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan
diluar kekuasaannya;




(1

~—

(2)

(1

—

2

(3

=

(4)

(5)

(1)

s dijadikan
tangg; ‘neri . beratan yang
‘NRRal pe nerimaan surat permohonan ke b é e

) . al terima
dasar untyk memproses keberatan adalah tangg gal leh Wajib
o . = olc
Permohonan keberatan yang disampaikan langsung
Pe : . B T
ajak atau '\UilﬂiquJll) Pajak kC|)1ldﬂ BAPENDA;

’ r
dalam g surat permohonan keberatan dikirimkx.m melalui ,l,,lli
Pos Indonesia atau jasa pengiriman dokumen |‘,....1nt\'él- m?f:.r
Penerimaan Surat permohonan keberatan yang dljild.lk-’ln (‘“’”
untuk Memproses keberatan adalah tanggal terima  SUre
Permohonan keberatan yang diterima oleh BAPENDA;

a3 N : ajak
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Paja
YANg terutang dan Pelaksanaan penagihannya; dan

format surat Permohonan keberatan, tercantum dalam Lampiran IX

ya.ng Merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 27

Pengajl.lan keberatan vang tidak memenuhi persyaratan
sebag«'fumana dimaksud dalam Pasal 26, tidak dianggap sebagai
Pengajuan keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Z?]ai?l r}:xal P:ngajuan _keberatan yang belum memenuhi persyaratan
- asih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam

asal 26 huruf d, Kepala BAPENDA dapat meminta Wajib Pajak atau
Kuasa Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 28

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama
12 (dua _belas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, wajib
memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

K.eputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana
dxmak.sud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi
suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

Penyelesaian permohonan keberatan dapat melalui Penelitian yang
dituangkan dalam berita acara.

Format keputusan keberatan, tercantum dalam Lampiran X yang
merupakan bagian tidak terpisahkandari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29
Dalam hal permohonan keberatan memerlukan Pemeriksaan

lapangan, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mel:ad:ct;lkar.l1
Pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasi




Il—;——_‘ E—

| | aj erah.

Pemeriksaan keberatan penetapan pajak da I
‘ idak mt
(2) Terhadap permohonan keberatan yang | m
Pejabat yang
asukan dan pertim i
ajak dan hasilny
netapan

(litunlllk
Pemeriksaan lapangan, Bupati atau bangar
Menugaskan Pejabat untuk menyusun m 3
atas keberatan Wajib Pajak atau Kuasa Wajib P D i O
dituangkan dalam laporan hasil Pemeriksaan kebera

pajak daerah.

Pasal 30

i ajak

Berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan keberatan ‘pcnetap“r,jligmna
Qaerah atau laporan pembahasan keberatan pajak Scl')z;g‘ atau
dlrpaksud dalam Pasal 29, Bupati menugaskan AP RS 't;n
Pejabat Yang ditunjuk untuk membuat telaahan atas kebera
pajak.

(2) Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana di.m&lksud
pada ayat (1) melaporkan  hasil telaahan keberatan pajak dan
rekapitulasinya kepada Bupati.

Bagian Kedua
Tata cara Pengajuan Banding
Pasal 31

(1) Wajil? Pajak atau Kuasa Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
banding hanya kepada pengadilan pajak terhadap keputusan

mengenai keberatan pajak yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk.

(2) Pffr'mohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
d1a_]uk.an Sc¢cara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan
yang jelas dalam Jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak

keputusan diterima, dilampiri salinan dari keputusan keberatan
tersebut.

(3) Pengajuan permohonan  banding menangguhkan kewajiban
membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal
penerbitan Putusan Banding.

Pasal 32

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan
sebagian  atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Paja!{. ditol.ak
atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak

dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh
persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan

—




 E—

. i sebe mengajukan
dlknrnngi dengan pajak yang telah dibayar sebelum
k(rl)cm“m_

- ji ' nengajukan

(4) Dalam hal Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak ”; :;bvwr

| j ' il berup: :nda si

Permohonan banding, sanksi administratif berupa dtnd sy

i di imaks ada ayat [
509%, (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pa

tidal dikenakun.
(5

> > sebagian,
Da].i.lm hal Permohonan banding ditolak atau dlkabulk«lnp bc:cf]tfcsur
Wajib  paja dikenai sanksi administratif berupa denda

an
100%. (seratysg Persen) dari jumlah pajak berdasarkan P;:;f‘f,r
Pauding dikurang dengan pembayaran pajak yang telah dibay
sebelum mengajukan keberatan.
BAB VII
TATA CARA PELAPORAN NOTARIS/PPAT/PPATS
Pasal 33

(1) NOtal‘iS/PPAT/PPATS/Pejabat Lelang melaporkan kepada BAPENDA

€sarnya jumilap Transaksi atau NPOP sebagai dasar pengenaan

BPHTB olch pppp alau PPAT Sementara disampaikan paling
lambat setiap tanggal 1 bulan berikutnya.

Apabila Penyampaian pelaporan Sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) jatuh pada hari libur, maka penyampaian dilakukan pada 1
(satu) hari kerja setelah libur,

(2

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar,

Jelas, . dan lengkap serta ditandatangani oleh
Notaris/ PPAT/ PPATS/ Pejabat Lelang,

Pasal 34

(1

—

Notaris/PPAT/ PPATS /Pejabat Lelang, kepala kantor pertanahan dan
kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib

a. melaporkan bila sistem aplikasi tidak jalan atau rusak kepada
BAPENDA; dan

b. menyampaikan informasi kepada BAPENDA paling lambat 2
(dua) hari setelah adanya kerusakan perangkat dan sistem
pengawasan yang sudah terinisial.

(2) Wajib Pajak dan Notaris/PPAT/PPATS/Pejabat Lelang, kepala
kantor pertanahan dan kepala kantor yang membidangi
pelayanan lelang negara berhak:

a. memperoleh informasi data kewajiban perpajakan daerah yang
scharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait
dengan dasar pengenaan pajak daerah; dan

b.memperoleh kerahasiaan data transaksi Wajib Pajak yang
dilaksanakan secara online system dalam rangka pengawasan
pembayaran Pajak.

]




Pasal 35
n dan
) - -pertanaha
() Nm"”s/I‘PAT/I‘I’ATS/I’(‘inl)ut Lelang, kepala kantorp sara dilarang
i > N nc¢
kepala kantor vang membidangi pelayanan lelang 'd::],.m oritiile
mengubah  datq online system dengan cara dan

apapun,

(2) Jika larangan sebagaimana yang dimaksud pada u_Vf.lt (1) (‘hl.az:.i;;;n:
bulk Scngaja maUPUn tidak sengaja yang beruklbal [LU:C 'l'la
kerugian daerah, Notaris/ PPAT/ PPATS/ Pejabat Lcl.z.lng‘i' ax:an
kantor Pertanahan dap kepala kantor yang membidang: pelay
lelang Negara Wajib mengganti seluruh kerugian.

BAB VIII
KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 36

(1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak kedaluarsa setelah
melampaui jangka waygy, S (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak

gPerpajakan Daerah.

(2) Kedaluarsa Penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1)
tertangguh apabila:

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung
maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan Surat Paksa sebagaimana

dix'naksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung
sejak tanggal Peényampaian Surat Paksa tersebut

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud
Pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya

menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya
kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan
oleh Wajib Pajak.

Pasal 37

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluarsadapat dihapuskan.

(2) Kepala BAPENDA melakukan inventarisasi terhadap Wajib Pajak
yang berkategori kedaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

(3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada
Bupati.




A yang
apusan piutang pajak

4) Bup: .
(%) Bupatj Mmenetapkan keputusan pengh g lama 1

suds X e alin
Sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) P
(satu) bulan sejak pengajuan sebagaimana ayat (3).

BAB IX
PENGAWASAN
Pasal 38

data transaksi

BAPEN
DA melakukan pengawasan terhadap it dan

Pembayaran BPHT : rangi
o B secara online tanpa mengu .
kewajiban Waijib Pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang
undangan, kecualj dalam ha] kewajiban melampirkan data/dokumen

o e
Yang menjadi dagga, Perhitungan pajak.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 39

) Notaris. /PPAT/PPATS/Pejabat Lelang, yang melanggar ketentuan
sebag E man‘a dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi
?dmtmstranf. berupa denda sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta
Ima ratus riby rupiah) untuk setiap pelanggaran.
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(3) Bupati. membe'rikan teguran secara tertulis kepada Pejabat
Sebag.almana dimaksud pada ayat (1) untuk segera membayar
kewajlbannya ke Kas Daerah.
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ketentuan peraturan perundang-undangan,

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat
(2) ditagih dengan STD dan merupakan penerimaan Daerah vang
dibayarkan ke Kas Daerah dengan menggunakan STD tersebut,
serta mendapatkan bukti pembayaran yang sah dari Bank atau
Tempat Lain yang Ditunjuk.

(6) Bentuk dan isi STD sebagai tanda bukti penagihandenda adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40

ini, Transaksi

mulaj berlakunya peraturan Bupal s

i : : 0

p:,rallhap Hak atas Tanah dan Bangunan yang masih dalanj t?r ini,

:fau dllakukan sebelum ditetapkannya Peraturan SRAES
ikenakan BPHTR berdasarkan Peraturan Bupati yang lama.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Peraturan Bupati ini myja; berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ip; dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purwakarta,

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal (5 Sepeenber 2021

‘\BUPATI PURWAKARTA,{.

RATNA MUSTIKA ' 2
e

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal |5 September 202

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKA RTA,

-

-

IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021
NOMOR 199




LAMPIRAN 1
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

VOO ”\HUH 202\

6 5P ttmiae© 202U . - ROLE
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN ml,/l\N :"LR
ATAS TANAH DAN BANGUNAN SECARA ONLINE

HAN HAK

| ! x ;I
PEMERINTAN KABUPATEN
PURWAXARTA

; (SSPD-BPHTH
FORMULIR PERMOIONAN PENELITIAN SSPD-BPI
SURAT SETORAN PAJAK DAERAT
y “INAN
BEA PEROLEIAN ITAK ATAS TANAI DAN BANGUNA

Lampiran

1 (satu) set

Hal * Penyampaian sspp BPHTB untuk diteliti
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta

Yang Bertanda Tangan Dibawap, ini:

Nama Wajib Pajak 2

a - MO oo™

Alamat

wPOP
Alamat
Desa/Kelurahan :
Kabupaten Kota :
Terlampir dokumen sebagai berikut -

1. Mengisi formulirSSPD-BPHTB
Foto Copy Identitas Wajib Pajak Pembeli (KTP) / Penerima
Foto Copy Identitas Penjual (KTP) / Pemberi
Foto Copy NPWP

Bukti pembayaran Setoran SSPD-BPHTB jika diatas Rp. 60.000.000,- Dan Rp. 300.000.000,- (Perolehan Karena
Waris/Hibah Wasiat)
6. Foto Copy SPPT dan STTS / Struk ATM Lunas Pembayaran PBB 5 (lima) Tahun Terakhir
7. Foto Copy Surat Setoran Pajak (SSP)/skB Yang Sudah Divalidasi KPP Pratama
8. Foto Copy Akta Jual Beli/Bukti Peralihan Dilegalisir/Foto Copy Bukti Peralihan
9. Foto Copy Bukti Kepemilikan Tanah
10. Foto Copy Bukti Transaksi/Kwitansi Untuk Waris :
11. Foto Copy Akta Waris / Hibah Wasiat / Hibah
12. Foto Copy Surat Kematian
13. Foto Copy Surat Keterangan Waris / Hibah Wasiat / Hibah
14. Foto Copy Surat Kuasa (Jika Dikuasakan)
15. Foto Copy Kartu Keluarga Ahli Waris + Foto Copy KTP
16. Dokumen Pendukung Lainnya .....
Demikianlah disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian SPPD-BPHTB

v aE N

Purwakarta, 2021
Keterangan : Waijib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)
*) Coret yang tidak perlu
**) Dalam hal dikuasakan

***) Foto Copy Ukuran F4




- PR e e e

Setelah melakuk
) an pem g 10 :
ini kami menyatakan ba:\rni:s-a an dan penelaahan SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak, Dengan

- Data objek pa
- Nilai BPHTBp(:ak Yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai
rut
- Dokumen l'»endukan8 yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai
un,
8 perolehan hak atas tanah/dana bangunan telah lengkap

purwakarta, 2021

petugas Pelayanan,

\ BUPATI PURWAKARTA, %

' NE/RATNA MUSTIKA }—_
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LAMPIRAN II . pRRATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR © 199 TAHUN £021

TANGGAL 2 V5 @EPeemi 2021
TENTANG : TENTANG TATA CARA PE

5 BC NLINE
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SECARA €

FORMAT FORMULIR SKPD-KB

MUNGUTAN BEA PEROLEHAN

i

Nomor SKPO-KE

SKPD-KB )
e ABUPATEN PURWAKARTA | (ot Kettapan Pk Drsh K e
BADAN PENDAPATAN DAERALS
N Surawinat, 300 Jokan Surawinaty BP
Nagri Tengoh Purwaarts 411 1

o7y JSKPOKE/BAPENDA

Tahun
[ ——————

WAIIB PAIAK
ALAMAT
NPWP
NOMOR SQuENCE
TANGGAL JATUMH TEMpo —

ii
i
|
;

0,00

d. Jumlah Yang dapat dikreditkan (a + b + ) Bo. om0
i )MMMMW&(LM Rop.

ES

0,00
5. Sanksi Adminestrasi
a. Bunga Rp. 0,00
b. Kenaikan Rp. 0,00
© Jumioh sanks: aominstrasi (a + b)  pp — 0M
&Junhhvmgmmhamabm(u&) Rp. 0,00
Dengan Huruf : i
Keterangan :
Pokok Pajak ! Rp. 0,00
Denda : Rp. 0,00
Kode Denda te
Uraian Denda : Pendapatan BPHTB
PERHATIAN

L Harapmd%mmmmmnhﬁmwm&nl&mmhpkDaevahlm)

2 mmmmmmuaumwanmmmmmmaom SKPDKB ini diterima dikenakan sanksi
mmﬂmmmkbaazxmrhhn s .

Tigaraksa,
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA




NAMA WAIIB pAiax
ALAMAT

Newp

NOMOR SQuENcE
MASA PAJAX

NILAI Praak

Nomor SKPD-KB

TANDA TERIMA
/SKPOXE/BAPENDA

o7y

Yar) menenma,

\

= )l

BUPATI l’URWAKAm‘A.t

ANN/RATNA MUSTIKA
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LAMPIRAN 11l . pERATURAN BUPATI PURWAKARTA

SONGR £ 199 TAWuN 2021

TeNTAn | 6 S@pemwr 2024 JEROLEHAN
TENTANG © TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN BEA I

SEC ONLINE
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SECARA

FORMAT FORMULIR SKPD-KBT
_W - —
P
e it
N"""""‘"mnum ' BPHTB
Moo Pajoh

Noe ~~w.......,m_‘
M .
O P - "5 O o Yang mash has yor caah sebgn beibit

B, Setr0n yong digtitan P a0

0,00
M

Nmn.m e

Rp.
dw"!@tmu' by
" Nemiah kekarangan pembeyaean
S Swky Admevtiay
o Bungs Ro.

b Kenadan R :::
"*"“'"“Itu-a.(nb)
h-nv-umhump(q.k) . o
Dengan :

Keterangan :

0.0

s 0,00
b 0.00
Kode Denda
Uran Denda

‘EF

PERHATIAN
. Hamp penyetoran dlibuian melds

BXP 30 Kas Daerah Bank Jabar
2 Apabia SKPO-E i teiak atany

“WMMMD.AM
Sebesar 7% pey buian Kurang cddsyar seteloh lewat paing

m»mmmnmamm Sminiclras berups bunga

Purwakarta,
a0 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KEPALABIDANG




R e P e

r—
TANDA TERIMA
Purwasharta,

NAMA WAL PaAK / e NGELOUA
N Yong -~

ALAMAT e ————————
Newr
rWeo
MASA PAAK

NILAL Pasax ———— - — N (




LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR

= 199 TAwuN 2021 -
TANGGAL  : |5 sopeember 2021 TAN BEA PEROLEHAN HAK
TENTANG :  TENTANG TATA CARA PEMUNGU RA ONLINE
ATAS TANAH DAN BANGUNAN SECA
o R SKPDN
FORMAT FORMULI S,
"'W'ﬂmnunmmm.u DN
""“"Wlmm (h—n-s-f:hﬁ"_’
» Surewinata 30A Jton Surmwistz o 304 PHTB
Noort Tengah Purwakaxta 41114 8
Masa Pajak
Tatun
1 NAMA WAIB PAIA PENGE O o . —
2 aamar D e ===
3 wewe L T e————— g B
4 Newp i7 = o e e e
S TANGOAL TN Teng S R N A
L:ﬂmmwﬁuurmmomm atau Jn e -
“‘“;"‘"ﬂ * Boa Perolehan Hok Atas Tanah dan Bangunan
1. Dari pemenksaan atay Y adalah sebagal berikut :
Rt memmmmmwm
2. Pojok yang tertutang
3. Kredt Pajok
3. Komperrsas Keletyhan Ro. 0,00
b. Setoran yang ditakukan Rp. 0.00
© Lain - kain Rp. 0,00
d- Jumiah yang dapat dikreditian (3 + b+c) R 0
4 mwﬂnmmmmu-m Ro. 0,00
S. Sanksi Adminsstrasi
a. Bunga Rp. 0,00
b. Kenakan Rp. 0.00
wam(aﬂ’) Rp, 0,00
ammmmm(ux) Rp. 0,00
Dengan Huruf
Keterangan :
Pokok Pajak : Rp. 0,00
Denca ! Rp. 0,00
Kode Denda e
Uralan Denda  Pendapatan BPHTE
PERHATIAN
1 mmmmmmmmmmmmmsummmm)
z.ws&m«smmmmmmmmmmmmmnnmm:wmmmm
2% per bulan
.0 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAN
KEPALA BIDANG
NP




Nomor SKPON

Purwakarla,

—
NAMA WATIB PAIAX / PENGELOLA e

ALAMAT
NP
NPWPD
MASA PAIAK
NILAT PAOAX




T —

- AKARTA
LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI PURW
NOMOR 199 TA+unN )O-’J_ E——
TANGGAL ¢ 1B SgPegmbdr 202 ) SUTAN BEA PERO
TENTANG . TENTANG TATA CARA PEMUNG S
‘ -‘ ' HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN £
FORMAT FORMULIR SKPD-LB
k! Namor SEPOAS
P
PD-LB
m‘““im‘:.mm. (Saent “sxm Duwarah Lobih Bayw )
2 '.'""?'“::*hhmlr” BPHTB
Marsa Pk
Tahun
m‘:‘“"“vmm
rowp
"W
TANGGAL JATUN TEMp
1 hmhnw-n-amurm”.. s = Epp—
m -
Uza:;w hm"‘“'nmm
W .
1L Dant atay ummmmwwmwmwww
L Casar Pengenaan
2 Papk yang teshutanyy
3 Kredit Pajak
N » 000
b Setoran yang dastyian Ro, -
C Lan - i g

Ro.
dwmmﬁmu. beg .- Lo
4 WWMWMB-M

» 0%
5. Sankst Adminestras)
2 Bunga 3 i
b Kenaskan - i
thllnﬂh&lnnngu‘w L e
ammmmm(..g, . . =
Dengan Hund
Keterangan :
Poleok Pajak ‘R P
o 0,00
Kade Denda A
Uratan Denda ;
PERMATIAN




re—

NAMA W AN

e Prursstata,
= 5o e L - z 7__.__' et Yarg menerm
ALAMAY o == - ——
sown —
NWeD = B (
MASA PAIAX
NILAT Pasax 7




T (ARTA
LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI PURWAK

NOMOR 109 TAHUM 202 ' e AT
TANGGAL . 1§ Sepremper 2021 SMUNGUTAN BEA PEROLE
TENTANG ¢ TENTANG TATA CARA PEMUNG SECARA ONLINE

4 . H/J\K ATAS TANAH DAN BANGUNAN SE

FORMAT FORMULIR STPD BPHTH Momor STPD BT
STPDBPH_TL_
PENERINTAN KABUPATEN PuRWAKARTA POROUIAR | RAK | ATAS | TANA DN
BADAN PENDAPATAN ‘
'ﬁmmun&.mm\m
'hwlmmum.mu Fam Pok
Tabhun

1 NAMA WASS PAIAK /PENGE O s i ———— -

2 aawar e ) B .

3 Newp e ___ o — —

4 NPWPD S - . o S e

S TANGGAL IATUM TEMPY s e e
——— —

1 Nommnrunqmm e ————— -

2 ‘U“YMDANATAUWW e e —— -

3 VELURAMAN/DESA ® B e R m—— =

4 RT/MwW e e _ B

S. KECAMATAN e ——— =

6. KAR. PURWAKARTA

tau keterangan bin atas atau keterangan Bin atas pelaksanaan

Noma Pajak :Bea"uﬁmlﬂ:m‘lmdanhvmn .
mmmm;mmmammqmmmmmmmw-
L Paj&ymgkmm Rp.

2. Sangsl Administrasi
a. Denda | Bunga
Meﬂ!h'l'lqocm $41.407.10
Uraian Rekening Denda : Pendapatan Denda

B oo e Rp.

4. Jumiah mash harus disetor
[——————"000aN00 mach horys disetor
Dengan Hurat -

Purwekarts,
2.0 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KEPALA BIDAKG .

NIp,




e ————

Mo STPO BPMTH

TANDA TERIMA

NewWTD
NOP e

Narra Waiity Pk
Alarmat

Mana Pajah

Nl Pajab

P weabarta

Yarg menerma,

RUPATI PURWAKARTA, f'

ATNA MUSTIKA
-
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(ARTA
LAMPIRAN v11 . PERATURAN BUPATI PURWAKAI

NOMOR D199 TAduN 2021 ) .
TANGGAL 219 L@ cemblr 2021 ARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN
TENTANG . TENTANG TATA C 2

IEC ONLINE
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SECARA

CNG N BPHTB
FORMAT FORMULIR PENGURANGA '
RTA

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

w44
Jalan Surawinata No 30A Nagri Tengah Purwakar

) rtakab goid
eamail - bapendadepurwakartakab g

4
4
Lampiran - | (Satu) Set
Hal

Permohonan Pengurangan/Keringanan BPHTE
Yih Bupan Tnngﬂang
W p. Kepala Bad,

an Pendapatan Daerah
J Surawinatg

No. 30A Nagny Tengah Purwakarta
Yang bertanda tangan di bawah ini;
Nama R '
S R S O

Alamat

No. Telp/HpP

Mengajukan Permohona;
terutang, atas Objek Pajak -

N pengurangan BPHTHR sebesar .......... % (

Nama

NOpP

Alamat
Kelurahan /Desa
Kecamatan
SPPT diterima
tanggal

Alasan mengajukan permohonan -

Bersama inj dilampirkan -

1. Fotokopi SPPT/SKP PBB Tahun Pajak yang bersangkutan;

2. Asli SPTPD BPHTE;

3. Fotokopi STTS/Struk ATM bukti
Pembayaran PBR (5 tahun terakhir);

Fotokopi Akta Jual Beli /Akta Hibah/Akta Waris/Risalah Lelang/SK. BPN/Putusan Pengadilan/Dokumen Akta
Pemindahan Hak Lainnya;

Fotocopy Sertifikat /Surat Keputusan Instansi berwenang
Fotokopi KTP, Kartu Keluarga atau Identitas lainnya;

Foto Copy Dokumen Pendukung (Kartu Tanda Anggota V , SK Pensi Peg i Negeri Sipil, dll)
Fotokopi NPWP jika ada;

Surat Kuasa bermaterai apabila dikuasakan;
Fotokopi identitas Kuasa Wp,

Demikian permohonan ini disampaikan, untuk dipertimbangkan.

pembayaran PBB/Bukti Pelunasan PBB atau Lunas menurut Catatan

&

EeeNnanm

PUTWRICHIR, oo iosiion it s con i et oemo pomessommnens
Subjek Pajak /Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak

"I Coret yang tidak perlu

%
.

‘BUPATI PURWAKARTA %

KA E RATNA MUSTIKA

o p2

e S|
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LAMPIRAN vIII - PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 190 TAHUN 2o

TANGGAL s 18 oneember 202 5 - “HAN HAK
TENTANG TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHA

ATAS TANAH DAN BANGUNAN SECARA ONLINE
FORMAT KEPUTUSAN PENGURANGAN BPHTB

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Surawinata No.30A Nagn Tengah Purwakarta 41114

. 4 email  bapenda purwakartal b go.id
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 973/ -BAPENDA/20...

TENTANG

PENGURANGAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAS NAMA SAUDARA ...

BUPATI PURWAKARTA,
Menimbang *a.bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana kantor
sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor : 973/... -

Bid.../20...., maka permohonan pengurangan pembayaran
Pajak BPHTB atas nama disetujui;

b- bahwa pengurangan pembayaran BPHTB sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dikarenakan wajib pajak adalah
Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang berhak mendapatkan
pengurangan pembayaran BPHTB sebesar ...% dari BPHTB
terutang sebagaimana diatur dalam Peraturan ... dinyatakan
bahwa  wajib pajak orang pribadi pensiunan PNS

mendapatkan pengurangan sebesar ... % dari pajak yang
terutang;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan
Keputusan Bupati Tentang Pengurangan Bea Perolehan Hak
Atas Tanah Dan Bangunan atas nama Saudara ... :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);




. 0 tentang Pajak
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2'()f) lh:("t:'l:l LN"u”m
Daerah dan Retribusi Daerah  (L¢ ”;'l() Tambahan
Republik Indonesia Tahun 2009 N“_"””,;,,,‘”u'r 5049),
Lembaran Negara Republik Indonesia

a 2014 tentang
3. Undang-Undang Nomor 23 1uhunN‘il(m Republik
Pemerintahan Daerah (Lembaran  NCg

r ¢ ahan
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 2-44;\1 r'r];:lrnl;gxﬂ
Lembaran Negara Republik Indonesia be]1 terakhir
sebagaimana telah beberapa kali dluz‘(])l*')tcnmng
dengan Undang-Undang Nomor 9 gelin N;)mor 23
Perubahan Kedua atas U"dang'undanvgh (Lembaran
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dﬂt‘]r: Nomor 58,
Negara Republik Indonesia Tahun 20 —
Tambahan Lembaran Negara Republik Indones
5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta ?"";?fdéi
Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tan

Bangunan;

5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor ..... Tahun 2021
lentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan Secara Online (Berita Dacrah

Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor ...... )
6. Keputusan Bupati Nomor ..... /Kep....... -Huk/.......
tentang  Pelimpahan Sebagian Kewenangan

Penandatanganan Keputusan Bupati Kepada Kepala
Badan Pendapatan Daerah

’

Memperhatikan : Syrat Permohonan Saudara ... tanggal ..... yang bertindak
untuk atas nama diri sediri sebagai Wajib Pajak Bumi dan
Bangunan yang beralamat di ... Kelurahan/Desa .....
Kecamatan ... Kabupaten Purwakarta;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU : Mengurangi Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan atas nama Saudara ........ , sebagai berikut:

a. Nama Wajib Pajak
Alamat Wajib Pajak
RT/RW
Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi




r

b, Letak tanah/bangunan
RT/RW
Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kabupaten

Provinsi
3.
i * Pengurangan Bea Perolchan Hak Atas Tanah dm'1 1B-‘.I-j';$ltl-mn
Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai be '
4. Pajak Terutang : Rp...,- . )
b. Besarnya Pengurangan ( ...% x Rp...,”) BQ—-‘— leh Wajib
¢. Jumlah Pajak Terutang (Yang Harus Dibayar ole
Pajak ) : Rp...
KETIGA - Keputusan inj mulaj berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Purwakarta,
Pada tanggal
a.n. BUPATI PURWAKARTA
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,
NIP.
TEMBUSAN:
1. Yth. Bupati Purwakarta (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil BL}pati Purwakarta (sebagai laporan);
3. °Yth: Sekretarig Daerah Kabupaten Purwakarta (sebagai laporan); dan
4. Yang bersangkutan.

‘ BUPATI PURWAKARTA, {,

RATNA MUSTIKA

<




LAMPIRAN IX . pERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 199 TaruN 202,
TANGGAL 2B CPeemixr 2072 o o EHAN HAK
TENTANG : TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLE

0 INE
ATAS TANAH DAN BANGUNAN SECARA ONL

FORMAT SURAT PERMOHONAN KEBERATAN

TA
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

adlll4
Jalan Surawinata No.30A Nagri Tengah Purwakarta

e-mail - bapenda@purwakartakab. go id

Lsg

&HMQQM%WM

Lampiran - 1 (Satu) Set

* Keberatan & ak Atas
= g o SPTPD-BPHTS/SKPD-KB/SKPD- KT/SKPDN/STPD/SKPDLB Bea. Perolehan H
Tanah dan Bangunan_

Yth. Bupau Tnn;u'nng
U.p. Kepala Badan Pendapatan Daerah
JL Surawinata No. 30 A Nagri Tengah Purwakarta
Kabupaten Purwakarta

Nama

Alamat

NJOPFES

15‘chbhmmmmdmmm ED 14, Harga transaksi / Niai pasar: R
16. Nomor Sertfkat:

WNM(&Wn@mmmMM)
1. Ntal Pocietian Objek Pajak (NFOP) Memperhatian niai pada B 13 dan 8,14 3
2. Niai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pojak | NFOPTKP ) 2P
3. Nai Perolehan Otjek Pajak Kena Pajak | NFORKP ) e B L

4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang lerhutang Mreguy |4 l’ (%)




l\!:!-n:rm i dilampiriean pula
Asl BPTPD 1y /8
PHTH/SKPU KnySKPD. KBT/SKPON/STPD/ SKPDLE BRI

Fotokopi sertifik V
Ut atas tanah 7 Akt Jual Bell / Surnt Pennjikan Kavling / Surat Keterangan lainnyn berupa

Folo!
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LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 2199 AU 2020 )
TENSAL b Caneember 2021 JUTAN BEA PEROLEHAN HAK
TENTANG . TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN BE

ey

3 "l Nl'z
ATAS TANAH DAN BANGUNAN SECARA ONLI
. CND
BENTUK DAN 1S SURAT TAGIHAN DENDA

A
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKART

T BADAN PENDAPATAN DAERAH

y akarta 41114
Jalan Surawinata No 30A Nagri Tengah Purwakarta

e-mail - bapendaapurwakartak ab go id
No. Urut
SURAT TAGIHAN DENDA

BULAN :
TAHUN :

NAMA

ALAMAT

JABATAN

TANGGAL JATUY TEMPO

Berdasarkan Ketentuan Pagy) 93 ayat (2) Undang-

Daerah jo: Pasal 86 ayat (1) Peraturan Dacrah Nol
kedua Kalj dengan Peratyran Daerah Nomor 13 T

Tahun 2010 lentang Py

jak Daerah yang berb

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dxfcmh d:u; al;c‘;:]l;:shl

mor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Dacrah sebagaimana te '0

ahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dacrah Nomor :

i unyi: "Pejabat Pembuat Akta Tanal/Notaris dan kepala kanlor;mn;.

mcm,b"la"g' e Ielang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak aiaslanah
dan/atau Bangunan kepada Bupati palinglambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikumya. .

1. Bcrdasarkafl Surat Teguran Nomor.,... tanggal...... bulan...... thun, ... yang telah kami sampaikan kepada Saudara untuk
menyampaikan Laporan Pembuatan Akta/Risalah Lelang *) Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan bulan ...........
lflhun ...... paling  lambat langgal ... bulan ... tahun ..,

Saudara belum juga mengirimkan Laporan yang dimaksud schingga berdasarkan ketentuan yang berlaku dikenakan
Sanksi Administratif berupa denda yang harus dibayar sebagai berikut :
1. Jumlah e e L 1 el e
2. Sanksi administratif
a. Denda Rp.
3. Jumlah yang harus dibayar (1 x 2a) Rp.
Dengan hurufi......oooo oo
PERHATIAN:
I Pembayaran atas Sanksi Adminis|

2

tratif berupa denda dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak
Daerah Bukan Pajak (SSPDBP);
STD dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/divalidasi.

Purwakarta, sesrsatessassomnananssesenssasasssen D MU riosorices
an. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAN
KEPALA BIDANG

BUPATI PURWAKARTA,

RATNA MUSTIKA




